BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

bahwa dengan  ditetapkannya  Peraturan  Daerah
Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur besaran dan
tata cara pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d, perlu menetapkan tarif
retribusi berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu
pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian
fasilitas pasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di
Kabupaten Sampang;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun



10.

11.

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6868);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6881);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022
Nomor 2);



Menetapkan

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau
Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang
Nomor 13 Tahun 2021);

15. Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sampang (Berita Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 128).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN SAMPANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Sampang.

3. Bupati adalah Bupati Sampang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sampang.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah
dan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa,
dan/atau perizinan.

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan



11.

12.

13.

14.

15.

16.

untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk
pemungut Retribusi tertentu.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan
dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau
Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang
terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi
kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta
pengawasan penyetorannya.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat
untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk
melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang
terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan
Retribusi yang menentukan  jumlah kelebihan
pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi
lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan
Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk
memberikan dasar hukum pemungutan retribusi pelayanan
pasar bagi pemerintah daerah, serta memberikan kepastian
hukum atas pemungutan retribusi pelayanan pasar bagi
masyarakat.

Bagian Kedua
Tujuan



Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk
optimalisasi tata kelola pemungutan retribusi pelayanan
pasar.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup Pemberian
keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan
memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek
Retribusi.

BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan Pasar

Pasal 5
Jenis Palayanan Pasar terdiri atas:
a. Kios;
b. Los; dan

c. Pelataran

Bagian Kedua
Jenis Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 6
Jenis Tarif Retribusi terdiri atas :
a. standar;
b. Premium; dan
c. Progresif

Pasal 7

(1) Tarif retribusi standar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf a, perhitungan tarif berdasarkan tarif dasar
kios.

(2) Tarif retribusi premium sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf b, dihitung berdasarkan Penambahan lapak
jualan didepan kios dikenakan tarif tambahan sebesar
50% (lima puluh persen) dari tarif dasar kios.

(3) Tarif retribusi Progresif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf c, dikenakan terhadap kios-kios yang
berlokasi strategis (kios bagian depan yang menghadap
kejalan atau kios yang dekat dengan lokasi parkir)
dikenakan tarif tambahan sebesar 20% (dua  puluh
persen) dari tarif dasar kios

(4) Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR



Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Retribusi bagi Pelaku Usaha

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

(1)

Pasal 8

Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi

Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku

usaha di Daerah.

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau

penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau

diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan
pertimbangan:

a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;

b. untuk mendukung dan melindungi pelaku wusaha
mikro dan ultra mikro;

c. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah
dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau

d. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam
mencapai program prioritas nasional.

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan

kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b,

dilakukan dengan memperhatikan faktor:

a. kepatuhan pembayaran oleh Wajib Retribusi selama 2
(dua) tahun terakhir;

b. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;

c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib
Retribusi terhadap perekonomian daerah dan
lapangan kerja di daerah yang bersangkutan;
dan/atau

d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku
usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha
mikro dan ultra mikro di dalam peraturan perundang-
undangan sesuai dengan skala wusaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disesuaikan

dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana
pembangunan jangka menengah daerah.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan

dalam rangka penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 9
Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan permohonan
Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Kepala
badan dapat melakukan Pemeriksaan Retribusi.



(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi
yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak
untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan
pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4).

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan,
dan Pembebasan

Pasal 10
Bupati atau kepala badan dapat memberikan keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran
atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan
memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek
Retribusi.
Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib
Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan
bangunan yang ditempati Wajib Retribusi dari golongan
tertentu, nilai objek Retribusi sampai dengan batas
tertentu

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11
Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di
bidang Retribusi Daerah, Wajib Retribusi dikenakan
sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau
kenaikan Retribusi
Dalam hal wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak memenuhi kewajiban selama 3 (tiga) bulan
dalam tahun berjalan akan dikenakan sanksi sebagai
berikut :
a. Teguran tertulis
b. Pencabutan dan penutupan tempat usaha
Teguran tertulis dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali
dengan tenggang waktu teguran pertama paling lama 7
(tujuh) hari, teguran kedua 7 (tujuh) hari setelah teguran
pertama dengan dilanjutkan pencabutan ijin dan teguran
ketiga 3 (tiga) hari untuk selanjutnya dilakukan
penutupan tempat usaha.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Retribusi yang
belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini
ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan



peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi
yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati
ini;
b. Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran
perpanjangan ijin tempat usaha kios/los, dalam bulan
Juni sampai Desember Tahun 2023, akan menjadi
perhitungan Retribusi tahunan Tahun 2024
(2) Ketentuan pembayaran Retribusi dalam tahun 2024 oleh
wajib Retribusi Kios/Los dapat diberikan keringanan
dengan melaksanakan pembayaran pelunasan retribusi
paling lambat bulan oktober tahun 2024
(3) Terhitung Sejak Tahun 2025 Pembayaran retribusi
kios/los oleh wajib retribusi paling lambat wajib
dibayarkan 3 bulan setiap tahun berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua
peraturan yang bertentangan Peraturan Bupati ini di cabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 24 Januari 2024

BUPATI SAMPANG,

ttd
Slamet Junaidi

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal

24 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

Yuliadi Setiyawan

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2024 NOMOR : 9



